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TENTANG

PEI.IYELENGGARAAN REKI,AME

rf;

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SEI.ATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATDN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 20 16

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan

atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau
badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame
sesuai kepentingannya;

bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan

reklame di witayah Kabupaten Luwu Timur supaya
tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan
keserasian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan
dalam desain, bentuk, ukural, struktur konstruksi dan
tata letak reklame;

bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang
wilayah yang serasi, mal<a perlu pengatLrran
penyelenggaraan reklame yang meliputi perencanaan,
perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan
penertiban reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Reklame;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambalal l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-Undarg Nomor 5 Tatlun 1999 tentarg
Larangan Praktek Monopoli dar Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Ifubupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar
Negare Republik Indonesie Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Irmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4270);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Ta-hun 2007 tentang
Penataan Ruang (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 6E, Tambahan kmbaran Negara
a7251;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48:16);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dar Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan
l,embarart Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan IJmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undsng-Undang Nomor 23 Tahun 201.1 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana t€lah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturar Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peratura! Pemerintal Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelalisanaan Kiteb Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 29O, Tambahan lrmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5772);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (kmbaran Ne gara Republik lndonesia Talun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Talun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang=Undang Nomor 12

Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (l€mbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintalan yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu fimur
(lEmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2oo8
Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Orgalisasi dan tata
Kerja Inspektorat, Badal Perencanaan Pembangunan
Daerah dan L€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu
Timur (l€mbara! Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kati teral{hir dengan Peraturan Daera}r

Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peratura! Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor '+ Tahun 2OOE tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Ke{a lnspeldorat,
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
(I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan l€mbarsn Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 79);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2011 tentang Paja} Reklame (kmbaran Daerah
Kabupaten LuwLi Timur Tnhun 2011 Nomor 4,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 35);

20. Peraturan Daerah KabupaGn Lur*tr Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (lembarart Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan l.embaran Daorah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 6 Tahun 2Ol2 ter^tal]g Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan (I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2012, Tambahaa l,embaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 67);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2OI1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur T6hun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 38);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemal<aian Kekayaaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan lEmbaran Daerah
Kabupaten Luwu fimur Nomor 46);

23. Poraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41
Tahun 2Ol1 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2Ol1 Nomor 41, Tambahan Lembararr Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 61);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Garis Sempadan (l€mbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor
5, Tambalal kmbaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 66);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

dan
BUPATI LT'WU TIMUR

Menetapkan : PERATURAN
REKLIqME.

MEMUTUSKAN:

DAERAH TENTANG PE}IYELENGGARAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelalsanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5, Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok atau korporasi,

baik yartg berbadan hukum maupun yartg tidak berbadan hukum.
6. Badaa adalah sekumpula-n orang dan/atau modal yang merupa}ar

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Us$a Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
b€ntuk apa pun, frrma, kongsi, koperasi, dala pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau orgarisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif darl bentuk usaha tetap.

5

PAPAI. k ,, tRXiIS

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1
Tahun 2Ol4 tentang penyidik pegawai Negeri Sipil
Daerah (Lembararr Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2014 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor gO);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2014 tentalg penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum (L€mbaram Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86);

t.





7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luvrr Timur yang
selanjutnya disingkat ppNS Daerah adalah pejabat ppNS
sebagaimana dimal<sud dalam Kitab Undaag_undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), ysng berada di Daerah ysng diberi wewenang
khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukaa
penyidikan terhadap pelanggaran peraturai DaeraLh.

8. Satuan Polisi Pamong praja yang sclanjutnya disingkat Satpol pp
adalah Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Luwu Timur.

9. Tim Pengawas Reklarne yang selanjutnya disingkat TpR adalah Tim
yarg dibentuk oleh Bupati dari instansi teknis yang melakukal
fungsi pengawasan teihadap penyelenggaiaar reklatue.

10. Reklarne adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
coral ragamnya dirancang untuk qiuarl komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badar,
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, diasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

11. Penyelenggara Reklame adalah pemilik Reklame produk dan/atau
perusahaan jasa periklanan atau bto Reklame.

12. Pemilik Reklame Produk adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakal Reklame untuk dar atas namanya sendiri.

13. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah Badan yang
bergerak di bidang jasa periklanan yang menyelenggarakan Reklame
untuk dan atas nama pihal lain yang menjadi t€rrggungailnya.

14. Per€neanaian Reklarne aalalah kegiatan pendataafl, pemeteafl,
penataan dan penetapan titik Reklame dengan memperhatikan
estetika, keselamatan, keserasiar bangunan daJI lingkungan Berta
sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan peraturan perundang-
undangan yang berlal<u.

15. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan
pcngaturan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pembinaan,
p€ngendalian dal pengawasan serta penertiban Reklame dalaft
rangka mewujudkan pemanfaatan rualg yang serasi.

16. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan
penetapan titik Reklame dengan memperhatikan estetika,
keselamatan, kes€rasian bangunan dan lingkungan, s€suai dengan

rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan
kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau
menghalanBi pandangan pengguna kendaiaan dart rambu'rambu
lalu lintas.

17. Penataar Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatal ruang, dan pengenda-lian pemanfaatan ruang.

18. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraal

Reklame untuk memperdleh Pengesahan dari Bupad dengen lebih

I

6

P1I , I qxtrls



:,rrrv 1r,miT ,. qU,; u13t. 4t:i ll<4.., ,r:i51,1 irir68:,(-l :ibi,rfl:g tncisf .{Z" 19 iad .jrl _J61616 rln.rer,L i:ji4qq rsf,r,,r,b 8,,rit]'iaajJ?,,rr,:A rr, r;Ir_,tl Errclrn!,t:rrAfr.rU <;r:r,l mslsb true,>bmiir ,,rrc,"-.,Berjea
\t1r:r1t'ri:t ti ir-rdiir pley tcrr,.j.l ,b cbel.)d Bor", ,{ilLliU)l) Afrsl)rqrir,:il _i.{.).1 >tirla.., rlit., i rii).i ri_g.rsbnurtq *.rrrrrr.,, ain' 

"arr.,,lririijt)A.l ,,rure,3({ rl^1699..liil.,o 1lst ,,;trr, nrjdil); , r1i( jgq loqj62 :r.lBni.,,5 8,,. i,)loB!)e gn6/ 6ift1(t p.,),rlliq l2iloq I.]l,,J,5a
t).1 .,ti,' t .t)t 

1 i -.r. ,IUclril , LcJri ,!no,..ri,rJ iar,oj nr.ru:sz riol,rherTrri'rlr,l,',6 ,l,lT 16r?ni,!tl , tot,: _t:,- ;!,!r:v rf,...lt )l ..c/,B9n9q J,ri,I.fierl,r>lslr,'r gn6{ ?irjrei irtr;r,,ri irr.b ;,,'q,O1 .fr..-r,l^l-arf g.r",
.9m.,r;'15 ,,r, rs1;g: ,1.-rz .,ai i{,rbA.iirt ri6;..s//d:ir9q t?:ll.l!,leb >lr,t.Ig,J grrav 

'i 
rJfl ,rqrrr n,lFU.tlJq ,r, lB ,Eho9cl ,r:lshg l)frIlEUelijlirztnri: )l ,lBtJilJ I lL,Il-

!,i hu. r,s,6,,0,,-,,,,,,,,,,f-:*,. ;;ifl:,ir"".,. .lli,iilrr"#li;.Irlbcd t-,,r:r!.!1.r-!.1 ,,a r[.:,,rs:od c;eb,:rtrit ;,r";., ,;,.;;,;;,r^nr",'r, rnrlini: iJsJ6i\.i, 5 .r, _..lBj,6rib .lilp.r9Dirt .a:.redih .Jr: ,,iil'i"r,r"fr ri..r 
",.,,rAjlr',r.h :i:t,rx,rtl -,rr*,,;i,t/ r:li.,,9q .liiAb. .,_r"rrrr, 

^,.T;J;;;.;,, , 1,,:,: , ,,.,.,,,',r'1', .]"j',l0" ,;-li,,'r;,'1,:,' :1,;
i,it-nJ2 r, , a! -j: rl,,t ., ,r,]

e..r. rr,rh,,. tt ..rt. .,.1i, -r;.:r1;',:::H,lT::::":;l;;r: .;,r r,rll ,ri tis>r:.i,,r,.,;r ,ls_rner,, !lt8t .,.11-s1t!,a.r? 
.r;.Ar_ 9i,,,)iJ in lurrSr",,,r. / rr er D.) i n, i, a .t r,,.itl_1r gt,Jtl oi6l :jr;;iiq .,6nr.- ,niir, n,-,j^ ,lutnI',rrqAr9iF rq ,t ,)t , tt ; r.,rtr ,gr>l rlur.l$ :r,rjl>r.;l rrc6rtrr,,, rrf,r6ili-r6l t1(lrnrm,rA.rrr-r.,,.nBlr3q li,,f .r^qgr.rr,," 

".;";:,,r,,rrqs,'i'.. r,clr",rr)l8rJrt ar,.lj Jbr..J9rr6aj rreies.;eerrl .r1lr,, r;!,:z.t>l ,blil ,ti,.t!fir.hnu,eq ,r,.ruirj1eq rrr.b r.tirssrl -rr.rr, ;; ;,r,; ,.',r" ,r;;1r;; ,,.,,, ,"
olL rl6r,,*9d osis:rgiis-r 

lt'r 'rc:: 'r-,, ]r';lrr6r,r'i,

,il l. l",lo1lr. ;":";;:; :; ;,^,. ll'i,:,1,,0 ff il, :",TJ"ffi:'i;;:T,rrrl:',tp ctr..l.lt,I .ujLJtr.rrt i)q ,rl,,r, ,r,.u.rogr,.,O 
";r;-.,;;;;lrr..r.izsr..,,.,16y e1^r., tirrt6t;lrtl;m9q r,.rrO",,arrri.,.,r.",,r. i .flaaJ...r .l ,rrirrj6b tlq r-6rriE1, .i61,..f)s 9m,t;t.rl; nnl:or,.,C . ,./d/lttlt?.),..,1,,,,rir,,1fi.: rr,r

rrtrliSu' r u,.,ro iu..,,,'ru-,,rri.' 1":"""t' 'rEi"ar)?),l 'n,tl ' ';i1)'.)
.l,JJ!\n6,r .r L:cf ",rc.lB ns.n , , ,r, -1'1to" 

,61.], :JnBUr 61rl, EriFJrlel
.rr.Jnrc-. u.i..rr.r .,..,0'r,"...r.,rri 

a!\P'l6E:1fl5c: >lildcrt ns8nirn:g:,1
6.rr r;rI:rll rus ji,hnEq ignrlsrlgnrr :

,rr r' ,rBt, ,,i1na-l .(r jr3!, ,:t ,r,1,1r. 
.eelnil r-r'l

Brr6rJ'r rBi661F^m r,, - .,,norr.,tt 
tdr'ra rlel''1'e goFrl!I oa618rt,1q .rl

rr.,c.rr,:rpr.)rcrri3.i IrAnEyrii.., ,:] 
'*t: Pflal, 

"B,,ir'1.s.',al .grr.iu--

,Ll I rr,rg .,, ,.,u",r* l:.,,','.'*'-n 
tJr:laLe r'n' bl'.ll{ ,,r,;ri:;:'r.l p

r ):)fl :'q riri.,r9q.o9[r drJJ.!u :I] r],_..i}l

,i

!l

1r



19

20

21

ca

26

27

30.

31.

RAT q,I q,\RXRUi

24

dahulu melengkapi syarat
ditentukan.

dan kewajiban administrasi yang

Tartda Pengesahar adaiah bentuk izin prenyelenggaraal reklame yang
diberikan bagi reklahe Nongmmanen/insidentil yang berupa
cap/stempel.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenBgaran reklame;
Retribusi Pemakaian Kekayaa-n Daerah yang selarjutnya disebut
Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembeyaren atas jasa
penggunaan/pemakaian kekayaal dacrah.
Bargunan Reklame adalah media untuk menempatkan reklame yarlg
terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur yang
memikulnya.

Reklame Permanen/tetep adalal reklame yang memiliki konstrUksi
berat dan jangka waLtu pemasangannya cukup lama.
Reklame Nonpermanen/insidentil adalah reklame yang jangka wattu
pemasangannya singkat atau dalam sekali penyelenggaraal acara.
Reklame Papar/Billboard adatah Reklame yang terbuat dari papar
kayr, calli brete, uingle, termasuk seng atau bahan tain yarrg sejenis
dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas
bangunan.

Reklame Megatron dan Reklame dengan Sinar l,aser adalah Reklame
yang bersifat tetap menggunakan leyar monitor bese! b€rupa
program Reklamc atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar
dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram
dan mengguaakan tenaga listrik, termasuk di dde:rnnya uidioton
d an elel$ronic displag.
Reklarie Mrrltivision adal.rh Reklane papan yang berupa progam
Reklame atau iklan bersinar dengar gambar dan/atau tulisan
berwaraa yang dapat berubah-ubah, torprogram dan difungsikan
dengan tenaga listrik.
Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
menggunalan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau
bahan lain yang sejenis dengan itu.
Reklame Melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan
pada suatu benda.

Reklame Selebaran adalah Reklarne yang berbentuk lembaran lepas
diselenggara-kan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan,
dipasang, digantungkEn pada suatu benda lain.

Reklame Berjalan/Kendaraal adatah reklame yang ditempatkan atau
ditemp€lken pada kendaraal yang diselenggaralxal dengan

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
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32. Reklame Udara ada-lah Reklame yang disetenggaralan di udara
dengaa menggunakan gas, laaer, pesawat atau a_lat lain yang
sejenisnya.

33. Reklame Apung adalah rcklafie yang disclenggaia&an di atr.s
permukaan air dengan menggunakan alat atau baharr yang
terepung.

34. Reklsme Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
mcnggunakan kata-kata yang diucapkari atau dengai suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

35. Reklame SftA€ atau Reklame Film ada.lah Reklame yang
diselenggarakal dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau
film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk
diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda tain di
dalam ruangan.

36. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan
cara memeragai<an suatu barang dengan atau tanpa disertai suara,

37. Reklame Baliho adaiah Reklame yang berbentuk gambar di atas
kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kanr
dan sejenisnya yang berukuran paling rendaLr 2 x 4 meter.

3E. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah konfigurasi peleta.ksr
Reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan
dalam penyelenggaraan RekLame.

39. Pelerqkan Reldame adalah tempat titik Reklame ditempatka-n atau
diletakkan.

40. Kawaaan/zona reklame adalah klasifikasi ruang jalur jalan menurut
tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang
ditetapkan oleh Bupati.

41. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikar atau
ditempatkan.

42. Nilai Strategis Titik Reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan
dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik Reklame pada
kelas jalal/zona, ketinggian dan luas bidang Reklame.

43. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang
dimanfaatlGn untuk tempat penyajian pesan-p€san berupa gambar,
logo dan atau kata-kata oleh Penyelenggara Reklame,

,+,+. Garis Sempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tetentu
sejajar dengan as jalan atau as sungai atau tepi irigasi atau as pagar

yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak
boleh didirikan bangunan.

45. Garis Sempadan Jalan yang selaniutnya disingkat GSJ adalah garis
yang merupakan batas ruang rnilik jalan.

46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
garis pada ha-laman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar
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dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi,
tepi sungai, tepi pantai, tepi saluran, garis sempadan mata ai-r, garis
sempadal Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan
merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun
dan yang tidak boleh dibangun bangunan

47. Geris Scmpadan Patar yerg celanjutnya disingket GSP edelah garis
scmpadan yang di atasnya atau scjajar di belakangnya dapat
didirikan pagar.

48. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah.

49. Ruang Milik Jalan yanS selanjutnya disebut Rumija adalah ruang
separ{ang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi
tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu di luar
Rumaja.

50. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalai ruaag
sepanjang jatan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman
tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bsangkutan
berdasarkan pedoman yang ditetapkar oleh Menteri yang
menyelenggarai<an urusan jalan, meliputi perkeraean jalan, bahu
jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.

5f. Jalan adalah prasarana transportaai darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tEnah, di atas permukasn trnah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalaa kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.

52. Jalan Umum adalah jalan yang dipcruntukkan bagi lalu lintas
umum.

53. Jalaa l(husus adalah jalarr yang dibangun oleh instansi, badaa
usaha, perseorangar, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan
sendiri dan pelal<sanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkEn
Menteri yang menyelenggarakan urusan jalarr.

54. Sarara dan/atau prasarana Daerah adalall bagian dari ruang
wilayah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Daerah yang
pemanfaatannya untu& kepentingan umum.

55. Diluar Sarana dan/atau prasarana Daerah adatah bagian dari ruaflgwilayah yang dimiliki dan dikuasai orang pribaai atauiadan.
56 Jaminan Biaya Bongkar ad8lah biaya yang dibayarkan oleh

Y:nyelencgara _ 
reklame kepada p.-"".rr,if, au.rJ y.lrgdrpergunakar oleh pemerintah daerah untuk membongiJ rektame

11 ,".To pemulihan/perbaikan kembali u"t"" 
- 
rIillti,J_popenempatal reklame, apabila lokasi/tempat,..*O* _"*r"Ua"
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m ik atau

sendiri oleh

dikuasai oleh

Penyelenggara

pemerintah
rekhme'

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

bcrdasarksn asas:

Daerah dalr tidak dibongkat

kepentingan

PenYelenggaraan 
rcklame

a. kemanfaatan;
b. keadilani
c. keselamatan;
d. kea$snsn; -

i [lf"iilill,-*-'
Pasal 3

rrffiffi+:lr#ff#Hffi:I'
i }:lm*m""Hl#,x*, daerah un'[uk

masvarakat; dan

t ;J;-t-";;t PendaPatan asti daerah'

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang LingkuP PenyelenSSaraan Reklame meliputi:

a. perencanaan:
1. klasillkasi Penataan reklame;
2. pola penyebaran titik reklame; dan
3, ctanda! reklartte;

b. penyclenggaraan:
1. perizinan;
2. pajak dan retribusi;
3. ketentuan pemasaagan reklame;
4. hak dan kewajiban; dan
5. larangar;

c. pengendalian, pengawasan dan penertibafl;
1. pemeliharaan dan p€rawatan; dar
2. Penutupan dar Pembongkaran;

d. sanksi administrasi; dan/atau
e. penyidikal dan ketentuan pidana.

TAIL{} t, RltXHtS
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BAB IV
PERENCANAAN

Setiap perencanaan
memperhatikan:

Pasal 5

penyebaran peletakan reklame hairus

(1) etika;
(2) estetika;
(3) keamarien;
(4) kesel,amatan;
(5) keserasian bangunan;
(6) lingkungan; dan
(7) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kesatu
Klasifikasi Penataan Reklame

Pasal 6

(1) Penataal reklame diatur menurut:
a. tempat;
b. jenis;
c. sifat;
d. ukural;
e. konstruksi; dan
f. kawas€r.

(2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a. pada sarana dan/atau prasarsna daerah meliputi :

1. trotoar/bahu jalan;
2. median jalan;
3. halte Bus;
4. jembatar penyeberangan orang;
5. pos jaga polisi/pos pengawas;
6. taman kota;
7. tiang lampu penerangan jalan;
8. tempat h i buran / re kreasi;
9. gelanggang olah raga;

10. terminal;
11. pasar;
12. pantkalan angkutan;
13. wc umum; dan
14. gapura/ perbatasan wilayah;

IARAI Rtf I.A Hts
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b. diluar sarana dan/atau prasarana daerah meliputi :

I . diatas tanah dan/atau di halaman milik pribadi/badan;
2. menempel bangunaa dan/atau di atas bangunan milik

pribadi/badan; dan
3. tempat lain yarg bukan milik pemerintah daerah.

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, meliputi:
a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
b. reklame baliho;
c. reklame kain;
d. reklame selebaran;
e. reklame melekat/ stiker/ poster;
f. reklame be{alan, termasuk pada kendaraan;
g. reklame peragaal;
h. reklame udara;
i. reklame apung;
j. reklame suara;
k. reklame slide/Iilm;
l. reklame teks beialar atau runnw tex\ dal]
m. reklame megatron/videotron/ Ii?ht emitting diode (LED).

(4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

a. reklame perma-nen/ tetap meliputi:
1. reklame papan (bilboard/bando/neon box):
2. reklame berjalan; dan
3. reklame megatron/videotrcn/ lbfu emitting diade (LED).

b. reklame non permanen/insidentil metputi:
1. reklame kain;
2. reklame baliho;
3. reklame selebaran;
4. reklame melekat/ stiker/ poster;
5. reklame udara;
6. reklame apung;
7. reklame suara;
8. reklame peragaan;
9. reklame slide/film; dan

10. reklame teks beialat I runnbq text.

(5) Ukuran sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. reklame kecil;
b. reklame sedalrg; dajl
c. reklame besat.

(6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai

berikut:
a. kaki tunggal;
b. kaki ganda;
c. ra-ngka; dan
d. menempel.

I
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(7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
a. kawasan khuaus;
b. kawasan selektif;
c. kaw'sarr umum; dan
d. kawasan bebas.

Bagian Kedua
Perencanaan Penempatan Titik Reklame

Pasal 7

(1) Pada dasarnya seluruh wilayah daerah dapat dijadikan sebagai lokasi
peletekai titik reklame, kecuali beberapa texnpat yang diatur secara
khusus dinyatakan sebagai kawasan atau tempat yang dilaJang
pemasangan reklame.

(2) Pola penyebaran peletakarr reklame didasarkan pada kawasan/zoning
terdiri dari:
a. kawasan penyelenggaraan reklame, meliputi:

1. kawasen kendali ketat;
2. kawasan kenda.li sedang; dan
3. kawasan khuaus.

b. kawasan tarrpa penyelenggaraan reklafi\e (white qrea.).

Pasal 8

(1) Perencanaan peletakan reklame dirinci menjadi titik reklame dan
dinyatakan dalam tata letak reklame.

(2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (6atu) tahun.

(3) Perencanaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayal (2)

dilaksanakan terhadap:
a. reklame pada sarana dan/atau prasarana milik pemerintah

daerah; dan
b. reklane di luar sarana dan/atau prasarana milik pemerintah

daerah.

Ketentual lebih lanjut mengenai kawasan/zona penyebaral p'eletakan
reklaine deii p€netapan titik reklirme sebagairiuiiia dimirksud dalem Pesal
7 darr Pasal 8 diatu! dalam Peraturan Bupati.

Sr,,,
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d.

f. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak
mengganggu lalu lintas daJI tidak membalEyakan masvarakat
disekitamya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam peraturan
Bupati.

BAB V
PEMELENGGARAAN REKLAME

Pasal 11

Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaiatan keindahan,
sesuai kepdbadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan
norma keagamaan, kesopanan, keterliban, keamanan, keselamatan,
kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan Rencarla Tata Ruang
Wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Perizinan

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahuiu wajib mendapat izin
tei"tulis dari Bupati,

I
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(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud pada ayat (l),
penyelenggara reklame harus mengajui<an permohonan secara tertulis
kepada Bupa.ti dengan melampirkan persyaratan administrasi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.

(4) Kliusus penyelenggaraari iektime di liraf satafla alan/atau prasafana
daerah wajib melampirkan surat izin dari pemilik tanah/bangunan
sesuai dengal ketentuan yarg berlaku.

(5) Bupati dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana pada ayat (U
kepada pejabat yang ditunjuk.

(6) Ketentuan lebih lenjut mengenai lata cara dan pereyaratan
permohoaan izin diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (Ll terdiri atas:
a. izin reklame permanen/tetap; dan
b. izin reklame nonpermanen/insidentil.

(2) Izin sebagaimsns dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam
bentuk tanda pengesahan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragmf 2
Pengecualial

Pasal 14

(1) Kewajiban memperoleh izin dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dikecualikan terhadap:
a. reklame pada media cetak dan media elektronik;
b. diselenggaralan oleh perwakilan diplomat, perwakilan konsulat,

perwakilan PBB serta badal-badaa, khususnya badan-badan atau
lembaga organisasi Internasional;

c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan,
sarala olahraga, panti asuhan, ya5rasan sosial dengan ukuran luas
tidak melebihi dari 625 cm2;

d. semata-mata memuat narrn pengenal usaha atau profesi yang
dipasang melekat pada ba-ngunan tempat usaha/profeai dengan
luas bidang sesuai dengan ketentuan yang menBatur nama
pengenal usaha/profesi tersebut atau tidak melebihi 625 cm2; dan

e. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagalgkan, yang berfrrngsi untuk membedai<an dari produk
sejenis lainnya.

(2) Ketentuan mengenai kewqjiban eebagatnana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;

S.lai
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Paragraf 3
Jangka Waktu dan Perparjargan Izin

Pasal 15

(Lllzirr prenyelenggaraan reklame permanen/tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka
wal<tir paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dipcrpanjarig.

(2) Perpanjangan izin penyelenggaraa-n reklame permanen sebagaimana
dimeksud pade ayat (1), herus diajuken peling lambat 30 (tige puluh)
hari sebelum masa izin bera.khir.

(3) Apabila sampai batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum masa izin
berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), mal<a pemerintah daerah dapat mengalihkan kepada
penyelenggara reklame lainnya khusus penyelenggaraan reklame pada
sarana dan/atau prasarana Daerah.

Pasal 16

(1) Izin penyelenggaraan reklame nonp€rmanen/insedentil sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
a. untuk jenis reklame kain, reklame baliho, reklame frlm, reklame

udara, reklame apung, reklame suara, reklame peragaan diberikan
dengan jangka watrrhr paling lama 30 (tigaprnuh) hari dan dapat
diperpanj ang; dan

b. untuk jenis reklame selebaran dan reklame melekat, dib€rikan
untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (U hurul a dan huruf b
harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang
untuk diberikan tanda pengesa-han pada materi reklame.

(3) Pengesalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilal<ukan setelah
pajal< dan/atau retribusi dilunasi dan belum dipasang atau
diedarkan.

Paragraf 4
Pembatalan dajr Pencabutan Izin

Pasal 18

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasat L2 ayat (ll dapat dibatalkan
apabila:
a. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame;
b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau pemerintah

daerah; dan
c. dialihkan kepada pi}ak lain.

tlR^I lltf,RrlRtqls
SlLdr L

{-g

Pasal 17

Ketentual lebih lanjut rnengenai tata cara permohonan perpanjangan izin
dan pengeeahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Pasal 19

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan dan pencabutan

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 18 dan Pasal 19 diahrr dalam

Peraturan Bupati.

Bagial Kedua
Pajak

Pasal 21

(1) Sotiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan/atau prasarana
daerah dikenakan pajak reklame.

(2) Setiap pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan/atau prasarana
daerah dikenakan pqjak reklame.

(3) Besaran pajak reklame sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) Wajib pajak reklame merupakan penyelenggara reklame.
(5) Ketentuan mengenai pqjak reklame diatur dalem Peraturan Daerah.

.ARAI HtI RA

lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 ayat (1) daPat dicabut

aDabila: , :- .J-,.ah Lonstruksi, penyajian dan

,. rerdapar perubahan *-t 
il;;;; izin yang diterbitkan;

naskah sehingga tidak sesuar tag uc"'":1,:" 
-:;;. dql'm keada'fl

t. ;:ilil#;neklame tidak memelihara reklame datam

baik, sehingga a"put t""gg""gg' keindahan dan keselamatan

masveuakat;

". ;X?;"G;. reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan ketentuan peraturan pen:ndang-undangan;

,. r"u"-.- r?* sesuai lagi dengan sya-rat-syarat tent€ng norma'
" ;;;;;, keindahan, k"sopan"'' ketertiban umum' kesehatan'

kesusitaan, keamajlan dan lingkungan; dari

". ;; dimana reklame itu berada diperlukan oleh Negara/Pemerintah

Daerah untuk kepentingan yang lebih prinsip/utama'

its

t7
lrr





Bagian Ketiga
Ketentuan Pemasangar Reklame

Pasal 22
(U Pemassngar reklame pada ssrana dan/atau prasarana daetah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat l2l huruf a, diatur sebagai
berikut:
a. pada bahu jalan/trotoar, meliputi:

1. jenis reklame yarg dapat dipasang merupalan rcklame papan,
dengan ketentuan ukuran paling besar 5O mz dipasarrg dalam
bentuk vertikal ketinggian ruang bebas pa.lirrg rendah 5 m
(lima meter) dari permukaan ja.lar tertinggi, dan kedalaman
pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame serta
media reklame tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan,
kecuali jenis reklame kain/MMT; dan

2. jenis reklame megatron, dan reklame multivieion dipasang
dalam bentuk vertjkal dan horizonta.l dengan ketentuan
ukuran paling besar 50 m2.

b. pada halte bus, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi
reklame papan dengan konstruksi menempel dan/atau di atas
bangunan, tidak boleh melampaui trotoai atau bahu jalafl, media
reklame tidak boleh memotong garis bangunan;

c. pade po8 jaga polisi, jenis rekl,ame yeng dapat dipasang meliputi
reklame papan, reklame me gatron, dan reklame multivision
dengan konstruksi menempel dan/atau di atas barrgunan, tidak
boleh melampaui trotoar atau ba}Iu jalan;

d. pada taman kota, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi
rcklame papan, rcklame megatron, dan reklafie multivision
dengan ketentua! ukuran paling besar 50 m2 dipasang dalam
bentuk vertikal, ketinggiu rueng b€bas paling rendeh 5 m (lima
meter) dari perrnukaan jalan tertinggi, dal kedalaman pondasi
disesuaikan dengan ukural konstruksi reklame serta media
reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

e. pasar dan bangunan/kios pedagang kaki lima, jenis reklame yang
depat alipasang meliputi reklaEe papan, rekleme baliho, kain,
reklame udar:a, reklame megatron, dan reklame multivision;

f. pada papan baca, jenis reklame yang dapat dipasang meliputi
reklame papan; dan

g. pada titik pantau ketertiban dan keamanan, jenis reklame yang
dapat dipasang meliputi reklame papan, reklame megatron, dan
reklame multivision dengan konstruksi menemPel dan/atau di
atas bangunan, media reklame tidel boleh memotong garis

bangunan darl tidak boleh melampaui trotoar atau bahu jalan.
(2) Pemasangan reklame di luar sarana dan/atau prasarana daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf b diatur sebagai

P^RAF HII RA rs
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berikut:
a. jenis reklame yang dapat dipasarg meliputi reklame papan, baliho,

kain, balon ldara, slid.e/ film, dai reklame melekat/stiker/poster;
b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi gs-ris sempadan

jalan (GSr);
c. reklame yang ditempatkan menempel bangr.rnar, ukuran reklame

yang terpasang paling besar 4Oo/o (empt puluh persen) dari luas
tampak muka bangunar (uasade) yang menghadap jalan;

d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukural reklame paling
besar 50 m2 flima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal
paling tinggi eama dengan ketinggian bangunarr ya-ng sudah
ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;

e. reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasalg di atas
tanah/ halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan
perkantoran, tingkungan perdagangar dan jasa, ketinggian pating
rendah 3 m (tiBa meter) di atas dari permukaan tana}! tertinggt;

f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas
tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan
perkantoran, lingkungal perdagangan dan jasa, ketinggian ruang
bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah
tertinggi dsrr dipasang secsra vertikal dengan ukuran paling besar
50 m2.

Bagiar KeemPat
Hak dan Kewajibart

Pasal 23

Se tlap orang atau badan yang telah meffiiliki uin berhak memasang

reklarne pada titjk/lokasi dan batas waktu yang teLa-h ditentukan'

Pasal 24

(1) Penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali

reklame yang bersifat nonpermanent/insidentil'

(2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) w4jib

berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya'

(3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlebih dahu.lu memberitahukan secala tertulis kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur datam peraturan Bupati'

Pasal 25

Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. "memaiang 
himbauan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah

bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya; 
.

b. me-masang plat/label atau taJrda lain pada reklame yang ditetapka-n

oleh Bupati;

PARAI HIT I],\ XHIS
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Pasal 26

rr\ Neskah reklame disusun dengan menggunaksn bahasa Indonesta

t" 
iill o*u u* b.lT 

- .:r^k boleh meranggar norma kesopanan dan

tzl i,rate; gambar reklame uoar

kesueilaaa' riuk. kain rentang dan naskah relilame
(3) Papan namar la.pall -TT:l?'r#'il;lit,rc ai bagian bawah

.lanat memakai bahasa as:

ili"o L,ao"=it dengan huruf kecil'

(4) Bahasa asing yang dipal<ai ;;;;; ""*" 
perusahaan dan :o" T:*

' '' ;;; y"rri 
-mt"-.p"tal 

cabang dan/atau paten ddri lust negen

masih tetap dipakai'

rsr u"rt t"tirtiu* *,r-, Bupati trerwenang melarang r.rengggLliaksn
'"' iJ""" 

""irrg 
aal huruf lainnya' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2).

PasaL 2T

Penyelenggara reklame kain, wajib memenuhi ketsntuan sebagai berikut:

a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis

megatron dan jenis papan;
b. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan penyeberangan orang;
c. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yalrg

bersifat insidentil;
d. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame

beserta konstruksinya harus dibongkar; da!
e. tidak merusal fasilita3 Daerah.

Pasal 28

Penyelenggaiaan reklame melekat/stiker/proster, hanya dibolehkan di
da.lam balgunan dan halaman milik pribadi.

E
*

20

reklame dan mas
oenyelenggara
..Xt"a" Y*g dapat dibaca dengan

c.

reklame setelalt
'l./,in berakhir dan

d.
timbul sebagar akibat

e,

segala kerugran
yang

f. menanBsunB
reklarne sebelum memPeroleh

izin dari

tidak lnelnasaog
menggunakan 

tenaga [strik wajib

BuPati; dan
rekhme Yang

h.





c,
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Pasal 3l
(1) Penyelengaraan reklame pada kendaraan bcrmotor wajib sesuaidengan desain dan konstruksi pada kendaraa:r b.;;;;". " *"

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dfunaksud pada ayat (1)
dilaraag untuk Reklame jenis papan darr Megatronl Vidiotron-

(3) Materi reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor tida.k boleh
metebihi 60% (enam puluh persen) dari luas bidang kendaraan
bermotor.

Bagian Ke lima
Lglrangam

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang:
a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
b. menempatkan atau menggunakan tempat pemasargar reklame yang

tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
c, menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan

izin yang dimiliki; dan
d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO ayat (2).

Pasal 33

(1) Penyelenggara reklame dilaralg menyelenggarakan reklame pada:

e, gedung dan/atau hrdaflan kantor pemerintah/pemerintah daerah;
b. gcdung dar/atau halaman tcmpat pendidikan/sekolal;

I
tHls

2r

6.
da? Pauat:g

q,
rai Pasq,J0

lrleter 
-ArBegrl

da1

uafa&
gas &da&

peda
balon lrder-a hqrts

lebih tingg aa"itida& menggang€iu

a.

6.
6"io,





Pasal 34

Penyelenggara reklame dilaralg:
a. memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain

dengan cara apapun;
b. melalrukan praktik monopoli dalam pengelola,ar titik reklame;
c. mengubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan; dan/atau
d. dengan materi minuman beralkohol/minuma-n keras.

Bagian Keenam
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 35

(1) Dalam ralgka menjaga ketertiban, keindahan, dan kelestarian
lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib diadakaa
pemeliha.raan dan perawatan secara berkala.

(2) Perneliharaa! dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh penyelenggara reklame.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERflBAN

Bagian Kesatu
Pengendaliaa

Pasal 36

(1) Setiap prenyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan
aspek tata ruang, estetika wilayah, dan kelaikan konstruksi.

(2) Pengcndalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

It

IARA}

c. tingkungan tempat-tempat ibadah;
d. taman upacara pemerintah daerah dengan radius 150 m (seratus

lima puluh meter);
e. rambu Lalu lintasi
f. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;
g. batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon; dan/atau
h. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikecualikan untuk
pemasangan reklarne yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah yafig i8inya Bemata=mata memuat narna atau
informasi yang bersifat penl'uluhan tanpa disertai muata-n komersial.

(3) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok
pada tempat tertentu.

(4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.
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Pasal 37

(l) Pengawasa! atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban
penyelenggaraan Retdarne dilakukan oleh Bupeti etau pejabat yant

^. ditunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana' dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut da.lam peraturan Bupati.

."7

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 38

Penertiban reklame di.lakukal terhadap setiap penyelenggaraan reklame
apabila:
a. tanpa izin;
b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan

yang berlaku;
c. tanpa tsrlda pelunasan pajak;
d. terdapat perubahan, sehingga tidak s$uai dengan izin yang telah

diterbitkan;
e. peletakannya tidal sesuai pada titik reklaoe yang tetah ditetapkan

dalam gambar tata letak;
f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi;
B. tidak terawat dengan baik; dan
h. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalart.

Pasal 39

(1) Bupati atau pejabat yarg ditunjuk berwenalg melakukan penertiban
terhadap pemasangan reklame,

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (f) d af<ukan dalam
bentuk penutupan dan/atau pembongkaran.

JA) Ketentuan mengenai tata cara penutupan daJl pembongkaraa.' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Paeal 40

(1) Pada ssat memasang reklame, orang atau badan wajib memberikan
jaminan biaya bongkar reklame.

(2) Pembayarar uang jaminan biaya bongkar dilaksanakar bersama-
sama dengan pembayaran pajak reklame.

(3) Setiap orang atau badan yang memasanB reklame, pada saat izin
sudah berakhir wdib membongkar sendiri reklame yang telah
dipasang.
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(4) Apabila penyelenggara reklame sampai dengan bataa waktu
berakhirnya masa izin reklame tidak membongkar sendiri, maka uang
jaminan bongkar tidak dapat diambil darr menjadi milik pemerintah
daerah.

(5) Apabila setelah batas waltu pemasargan reklame berakhir dan
pernilik reklame belum dan/at€u titlak membongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satpol PP berwenang
membongkar konstruksi dan/atau menutup media reklame dan
bahan bongkaran tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

(6) Ketentuan lebih la-njut mengenai tata cara pembayaran dan
pengembalian uang jaminan biaya bongkar reklam€ diatur dalam
Peraturar Bupati.

Pasal 41

(1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame pcrmanen/tetap
sebesar 2oolo (dua puluh persen) dari nilai konstruksi.

(2) Besamya uarg jaminan bongkar untuk reklame
nonpermalen/insidentil aebeear 15% (lima belae persen) dari nilai
Pqiak.

@; fetentuan lebih lanjut mengenai pengelolan uang jaminan bongkar
diatur da-lam peraturan Bupati.

Pasal 42

(1) Dalam ralgka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, Bupati dapat memb€ntuk TPR.

(2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
beranggotaksn sebagai berikut:
a. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dart aset daerah;
b. dinas tata ruang dan pemukiman;
c. satuan polisi pamong praja;
d. kaltor pelayanan perizinan terpadu; dar
e. kantor kecamatan.

(O Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja TPR Bebagaimana

dimal<sud pada ayat (U diatur dalam Peraturan Bupati.

BAEI VII
SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 43

(1) Setiap Penyelenggara Reklarne yang melaiggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15

ayat (2), Pasal 22, Pasal23, Pasal 24, Pasd 25, Pasal 26, Pasal 27,

Pasal 28, Pasal 29, Pasa.l 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,

dan Pasal 35, dikenakan sanksi administrasi.
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(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. membongkar dan/atau menurunkan Reklame terpasang;
c. menghentikan penyelenggaraan Reklarne yartg sedang berlangsung;
d. tidak alapat mengajukai izin baru;
e. pencabutan izin Reklame; dan/atau
f. pembebanan biaya paksaan penegalan hukum atau denda

administrasi.
L3-l K€tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelal<sanaan sanksi

administrasi dan lrrhitungan b€saratr biaya pa}saan penegakan
hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 44

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penldik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud dalam
Undamg-Undang Huki.xii Acaia Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaarr dengan tindak pidana di bidang
penyelenggaraan Reklame agar keterangan atau LaporEr tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mcnead, dan mengi.rmpulkan Lctcrangan mengeflai orang
pribadi atau Badao tentang kebenaran perbuatsn yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidala penyelenggaraan Reklame;

c. meminta keterangan dal bal:al butti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penyelenggaraan Reklame;

d. meminta bantuan tenaga a]:li dalam rangka pelal<sanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Reklame;

g. menyuruh berherrti dan/atau melarang ses€orang meninsatkan
ruEngan atau tempat pada sa"a't pemeriksaan sedang berlalgsunB
dal memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tiridak pidana
penyelenggaraan Reklame;
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dar/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidalg penyelenggaraan Reklame sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimalsud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi.l penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan ya'lg diatur dalam
Undalg-Undang Hukum Acara Pidala.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap or.rng yang melaaggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1),
Pasd 22, Pasal 23, Pasa.l 24, Pasal 25, PaseJ 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasa.t 32, Pasal 33, Pasal 34, darr Pasal 35
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buLan atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.OO0,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggarar.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 46

Izin penyelenggaraan rcklame yalg dikeluaikan scbelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habisnya izin,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan peLaksalaa-n daii Peraturan Daerah
irti ditetapkan paling lama 6 (enam) bul8n s€telah ditetapkan Peratu.ran

Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
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Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturai Daerah ini dengart penempatannya dalam kmbaran Daeiah
Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili.
pada tanggal 16 Februari 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

THORIG

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O16 NOMOR :1
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PENJELASA-I{
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : I TAHUN 2016

TENTANG

PEI.IYELENGGARAAN REKI.AME

I. UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peratr.uar Daerah ini
selain dimaksudkan untuk penataart ruang yang teraral darl terkendali,
meningkatl<an Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan
pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraaa reklame.

Bahwa dengan pertumbuhan pembErngunan di segala bidang,
penataan lingkungan sangat dip€rlukan untuk mendukung keindahan,
ketertiban, dan kenyamanal daerah. Penataan reklame sebagai salah
satu pendukung dalam penataan lingkungal merupakan upaya penting
yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha
untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai
upaya melindling,i kepentingan dan kctcrtibarn umurn, se.ta lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahaa,
kepribadian, dal budaya bangsa serta tidal( bertentangan dengan norma
agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan daerah.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya
ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna
memberikan landasan hukum.

Peraturan Daerah ini pada pokolmya mengatur dua hal yaitu
mengatur ketentuan tent lig penyelenggaLraan Reklame dar pehataannya
(tipologi) agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan estetjka,
keamanan dan kenyamanal lingkungan. Mengingat penyelenggaraan
Reklame tida-k hanya semata-mata terkait dengan pajak Reklame, tetaPi
terkait juga dengan penyelenggaraan Reklame, terutama menyangkut izin
Reklame yang sesuai dengan tata ruang. Oleh karena itu pengaturan
tentqng izin Reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkar dapat
mewujudkal penyelengtara.an Reklame yang tertib, terarah dan
terkendali darl sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu
kepentingan masyarakat pada umumnya.

Substansi materi yalg diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara tain klasifikasi Reklame, tatacara
perolehan izin, pengendalian dan pengawasa-n, saflksi administfatif,
ketentuan pidana dall ketentuan peralihar.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasa.l 6
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a
Pengertian papan disini diperluas sehingga Reklame yang
berbentuk pola/kerangka ltenplate), poster, apabila
ditempelkar, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu
alat atau benda lain, seperti tembok, dinding, pagar, tiang,
dan sebagainya maka termasuk Reklame Papal.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Termasuk Reklame Kain adalah Reklame yang berbentuk
bendera, krey, tenda, umbul-umbul yang tErbuat dari kain,
karet, karung dan sejenisnya.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Termasuk dalam Reklame Berjalan/kendaraan adalah
Reklame yang terdapat pada kenda-raan darat.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dima-ksud dengan Reklame Udara adalah:
1. Reklarne yang menggulakan gas yang mengudara,

yaitu dengan menggunakan bahal gas atau balon
tanpa gas;
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2. Reklame yang menggunakan pesawat udara, yaitu yang
dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat.

Huruf i
Cukup jelas

Kurufj
Cukupjelas

Huruf k
Termasuk dalam pengertian Reklame Slide atau Reklame
,Elm adalah Reklame yang diselenggarakan dengan sinar
laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang
sejenic.

Huruf I
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Ayat (.+)

Huruf a
Yang dimaksud dengan sifat permanen/tetap adalah
reklame yang jangka wal<h.r pemasangannya cukup lama.

Huruf b
Yartg dimaksud denBan sifat nonpermanen/insidentil
adalah reklame yang jangka wa-l(u pemasangannya singkat
atau dalam sekali penyelenggaraan acara.

Ayat (5)

Huruf a
Yang dimaksud reklame kecil adalah reklame dengan
ukuran kurang dari 4 m2 (empat meter persegi).

Hurul b
Yang dimaksud rekiame sedang adalah reklame dengan
ukuran 4 m2 (empat meter persegi) sampai dengan 12 m2
(dua belas meter peruegi.

Huruf c
Yang dimaksud reklame besar adalah reklame dengan
ukuran lebih dari 12 m2 (dua belas meter persegi)

Ayat (6)

Huruf a
Yang dimalsud ksl<i tunggal yaitu sarana reklame yang
kon8truksinya hanya satu tiang.

Hurrf b
Yang dimaksud kaki ganda yaitu sarana reklame yang
konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih.

Huruf c
Yang dimaksud rangka yaitu sara.na reklame yang
konstruksinya berbentuk rangka.
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Huruf d
Yang diir:Laksud Menempel yaitu sarana reklame yang
konstruksinya menyatu pada bangunan.

Ayat (7)
Hurul a

Yang dimaksud Kawasan Khusus meliputi kawasan dengan
karakter/ciri tertefltu yaflg memiliki kua.litas lingkungan
dar arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan
diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di
bagian depan bangunan.

Huruf b
Yang dimaksud kawasan selektif meliputi kawasa-n yang
diperbolehkaa diselenggarakan kegiatan dan titik reklame
terpilih

Huruf c
Yang dimalcsud kawasen umum meliputi kawe€cn yent
diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame
selain pada kawasal khusus,

Huruf d
Yang dimaksud Kan asan bebas meliputi kawasan yang
sama sekali titlali diperbolehkrrn aliselenggarakan kegiatai
reklame

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

1. Kawasan kenda.li ketat adalah kawasan yang
memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi
pemanfaatannya untuk mempertalEnkan daya dukung,
mencegah dampak negatif, menjamin proses
pembangunan yarg berkelanjutar. Dengan demikian,
maka penyelenggaraan Reklame ya-ng titik lokasi dan
ukuran bidang reklamenya dikendalikan secara ketat
dengan batasan jumfah titik lokasi, bentuk maupun
ukurannya.

2. Kawasan kendali sedang adalah kawasan untuk
penyelenggaraar reklame yang titik lokasi, bentuk dan
ukuralnya disesuaikan dengan penataan ruang Daerah.

3, Kawaaan khusus adalah kawasa-n untuk
penyelenggaraan Reklame pada areal Pemerintah Daerah
yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang
dipisahkan, kawasan industri dal kawasan pengembang
yang blum diserahterimakan yang jumlah titik,
bentuk dan ukurannnya disesuaikan dengan Penataan
ru6ng Daerah.
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Huruf b

Pas6l 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 I
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal t4
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pase[ 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasa-l 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Yang dimaksud kawasan tanpa reklame (wWte areo) addah
kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan
Reklame, kecua.Ii yang semata-mata memuat nama atau
logo perusahaaa sebagai identitas gedr:ng atr.u
perusalaan.

PATAJ UII-RT its
Srlds

B"B.





Pasal 25

CukuP jelas

Pasal 26

CukuP jelas

Paaal27
cukup jelas

Paeal 28

CukuP jelas

Pasal 29

Huruf a cukuP jelas

Huruf b
Materi
kegiatan

CukuP jelas

Pasa-l 30

CukuP jelas

Pasal 31

CukuP jelas

Pasal 32

CukuP jelas

Pasal 33

CukuP jelas

Pasa.l 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jeLas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasa.l 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

P"klalns bertuiuan untuk

yang bersi.fat insidentil'

mempromosikan suatu
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Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Paea, 47

Cukup jelas

Pasal 48

cukup jetas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 'I2J
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